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Globalisasi ekonomi dan perkembangan urbanisasi merupakan gejala universal yang lidak dapat dihindari. Untuk
mengendalikan megacities perlu diambil langkah-langkah strategis dan demokralis. Berdasarkan pemantauan secara empiris
historis tentang perkembangan metropolitan dan globalisasi ekonomi, maka kita diharapkan dapat lebih arif dalam mengambil

kebijakan sirategis yang berwawasan jauh kedepan.

lobalisasi ckonomi yang sckarang dikuman-

dangkan sebagai ciri abad ke XX menurul saya

sudah dialami scjuk zaman imperialisme
modern, dalam menegakkan hubungan kelergantungan
anlara negars induk kotonial di Lropa dengan dacrah
Jajahan di tuar Eropa. Bahkan sebetum kolonialisme Barat
menguasal dunia sccara dominan, maka interaksi dan
transaksi ckonomi inter-regionat telah berlangsung datam
skala dap dimenst internasional. Misalnya hubungan
dagang antara Sriwijaya, Majapahit, Acch, dengan India,
Arab dan Cina maupun perdagangan di Laul Tengah
(Mediterancan) antara Arab, Mesir dengan Romawi,
Yunani dan Lropa Sclatan. Marcopolo bahkan dikenal
sebagai pedagang petualang yang mempelopor jalur
sutera perdagangan interkontinental antara Eropa tewat
‘Rusia ke Cina dan scbaliknya.

Keunggulan mesin perang dan teknologi baral serta
kemampuan administrasi managemennya telah
menghasilkan pola kolonialisme dan imperialisme yang
menciplakan ketergantungan hampir seluruh koloni
kepada induknya. Dengan tercipta Sterting Block, yaitu
blok ckonomi di mana Inggris menjadi pusat dan seluruh
jajahan tergantung kepada London dan poundsterling.
Prancis juga mempunyai wilayah jajahan terluas kedus
setelah Inggris. disusul Spanyol, Belanda dan Portugis.

Ekonomi Francophone atau wilayah jajahan Prancis jelas
sangat tergantung Kepada denyul fantung Paris dan nilai
Franc. Babkan sampai hari ini lebih mudah untuk  orang
darisuatu negara Afrika bepergian ke ibukota tlelangganya
melalui transit penerbangan ke Paris dulu baru kemudian
balik ke Afrika. Hubungan Batavia dengan Amsterdam
iebih akrab daripada dengan Bangkok atau dengan
Munita. Fadi internasionatisasi ckonomi sudah terjadi
sejak 5 abad yvang Jalu bila ditinjou dari hubungan antara

koloni dan negara induk. Untuk skala terbatas, bahkan
hubungan perdagangan inter-regionai sudah berlangsung
stjitk zaman yang lebih kuno lagi.

Selelan Perang Dunia H kolonialisme tembang dan negara
Dunia ketiga mulai membangun ckonomi negaranya
dengan tekad mandiri dan merubah struklur ketergan-
tungan kepada negara induk. Upaya yang sudah
berfangsung hampir dua generasi dibitung sejak 1945 ini
tumpaknya belum memberikan dampak yang positif,
kecuali untuk beberapa negara seperli empat macan Asia,

Peranan sentral ibukota tampaknya sangat dominan di
negara induk maupun negara jujahan. Berlin, Roma, Lon-
don dan Paris misalnya adalah metropolitan yang membo-
rong segalanya di itbukota. Sebenarnya Belanda
merupakan contoh unik di mana Amsterdam, Rotterdam
dan Den 1laag berbagi tugas secara fungsional yang secara
harmonis berlangsung hingga dewasa ini. Rotterdam
mengandatkan fungsi pelabuban laut untuk barang,
sedangkan Amsterdam sebagai bandar udara pintu
gerbang Eropa

Di Indonesia, sebelum perang dunia, Surabaya
mempunyaj kedudukan unik di sektor perdagangan dan
Indusiri yang bahkan meclebihi ibukota Batavia. Posisi
Surabaya terhadap Jakarta waktu itu mirip dengan posisi
New York terhadap Washington DC. Di zaman Belanda,
Surabaya, dan Semarang juga sudah mempunyai bursa,
Pangkalan Angkatan Laut Belanda yang sckarang dijadi-
kan P'T' PAL sudah dikenal sebagai basis strategis dan
vital. Semarang bahkan menjadi markas besar perusahaan
MNC Cina pertama di Asia Tenggara yaitu konglomerat
Oci Tjong Ham Concern yang lahir tahun 1863.

Tika demokrasi ckonomi dijabarkan oleh ISEI sebagai

Ekonomi Dasar Terkendali, maka perkembangan
perkotaan di Indonesia tampaknya mencerminkan kondisi
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tersebut dengan berbagai kendala dan dampaknya.

Walaupun birokrasi mengakibatkan membengkaknya -

posisi, peranan dan pengaruh Jakarta sebagai ibukota yang
mengarahkan mengendalikan, dan mengelola kecende-
rungan potensi masyarakat untuk berjubel di Jakarta,
secara alamiah, pelbagai kota diluar Jakarta toh tetap
tumbuh menjadi metropolitan.

Surabaya sekarang ini sedang mengalami pertumbuhan
yang barangkali lebih pesat dari Jakarta, ditinjaw dari
demand and supply pasar yang sudah lebih banyak
diserahkan kepada pasar kelimbang kendali birokrasi.
Otonomi dacrah dan dekonsentrasi serla desentralisasi
kebijakan dapal mendorong pertumbuhan daerah lebih
cepat dari pusat atau ibukota.

Apabila selama satu generasi, kecenderungan sentralisme
sangal terasa, sehingga konsentrasiscgala funds and force
terdapat di Jakarta maka deregulasi, debirokrasi dan de
clatisme yang diseclenggarakan dengan konsisten dan
konsekwen pasti akan memberi kesempatan kepada
bangkitnya kckuatan pasar untuk menumbubkan
metropolitan baru diluar Fakarla scsuai dengan kekuatan
pasar yang riil.

Dengan tebaran luas wilayah yang mirip benua Eropa dan
kontinental Amerika Serikal, memang tidak lacu, tidak
logis dan tidak rasional untuk menumpahkan segenap
potensi di Jakarta saja scbab pasti lidak akan mengha-
silkan scsuatu yang positif strategis bagi kepentingan
resional maupun kualitas hidup warga Jakarta .

Salah satu dari scpuluh Megatrends 1980-an yang
divraikan John Naisbitt adalak pergeseran dari sentralisasi
ke descntralisasi. Kita memang harus secara antisipatif
mengarahkan kebijakan pengelolaan negata agar alokasi
dan distribusi fakior-faktor pembanguann lebih merata
dan lebih menjamin pertumbuban yang tersebar keseluruh
pelosok tanah air.

PBB memproyeksikan pada tahun 2000 nanti Mexico dan
Sao Paulo akan menjadi megalopolis dengan 25,8 juta dan
24 juta penduduk. Tokyo ditempat ketiga dengan 20,3 juta
sedang Jakarta bersama dengan New Delhi dan Buenos
Alres ditempat ke 11 dengan penduduk 13,2 juta.
Perkembangan Jakarta sangat luar biasa, sebab di tahun
1950 baru 1,8 juta dan Buenos Aires sudah 5,3 juta dan
menduduki peringkat ke-9. Tahun 1980 Jakarta 6,7 juta
Buenos Aires 10,1 juta. Dalam tempo 20 tahun sejak 1980
Iakarta akan tumbuh dua kali lipat, sementara Buenos
Adires hanya tumbuh 30,77 %, 16 dari 25 kota tecbesar
didunia tahun 2000 terletak di negara berkembang.

Pemanizuan empiris historis teptang perkembangan

metropolitan dan globatisasi ckonomi meauntut kearifan

kita untuk mengambil kebijakan strategis yang berwa-

wasan jauh kedepan.

1. Perlunya Suatu UU Perimbangan Kevangan Pusat
Daerah yang mencerminkan keadilan dan proporsi
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yang memadai bagi daerah, schingga Daerah juga
mempunyai kemampuan membangun dan
merangsang  arus investasi secara lebih menyebar
keseluruh peloksok. Hal ini perlu segera dirumuskan.

2. Prinsip otonomi dacrah, dekonsentrasi dan
desenltralisasi harus dijabarkan dan diterapkan secara
lebib konsisten, konsekuen dan substansial dengan
institusi yang jelas, konkret dan operasional
ketimbang teori atau wadah yang kabur.

3. Alokasi sumber dana dan daya scharusnya
memperhatikan dimensi kepentingan umum
masyarakat secara komprehensive, agar efisiensi
nasional dan efisiensi sosial dapat dicapai secara
optimal. Misalnya investasi prasarana sosial seperti
Mass Rapid Transit untuk jaringan urban harus
memperoleh prioritas ketimbang jalan Tol dan mobil
pribadi. .

4. Indonesia barangkali secara fisik memiliki pakar
teknologi dan  planologi perkotaan yang bisa belajar
dari bangsa lain. Tapi yang diperlukan jalah kepekaan
akan problematik kesenjangan sosial. Kekurangan
prasaranasosial dan pengendalian ckonomi pasaryang
cenderung berotientasi kepada high class consumtive
elite, hingga efisicnsi sosial sangat tertinggal jauh.

5. Dalam era globalisasi berdasar pengalaman dan
kenyataan bahwa kepadatan penduduk perkotaan
Dunia Ketiga scmakin membengkak  sedang negara
demokrasi industriai dapat mempertahankan stabilitas
penduduk sckaligus dekonsentrasi populasi,
maka saya meiihat hubungan timbal balik, kausalitas
bahwa sistem demokrasi yang efektif akan merupalkan
pola rekayasa sosial yang tangguh dalam
mengendalikan arus urbanisasi. Jika sistemn sosiat
tidak demokratis, maka penduduk akan cenderung
berkonsentrasi mendekati pusal-pusat kekuasaan
sehingga dacrah kurang berperan dan keadaan
sedemikian berlangsung saling  memperkokoh.

Kesimpulan

Globalisasi ekonomi dan perkembangan urbanisasi
merupakan gejala universal yang tidak dapat dihindari.
Bila kita ingin mengendalikan perlumbuhan megacities,
maka untuk menghindari konsentrasi megacitics, perlu
diambil langkah strategis untuk demokratisasi,
dekonsentrasi dan desentralisasi yang memerlukan
kerangka institusi, perundang-undangan dan alokasi
sumber dana dan daya secara efisien dan efekiif dengan
memperhatikan fungsi penycbaran dan pemerataan ke
seluruh wilayah tanah air.

Jelaslah babwa masalah urbanisasi, planologi dan
teknologi pengendalian urbanisasi, memerlukan kemauan
politik dan tindakan politik yang menyadari pentingnya
sistem yang tanggap, tangguh dan canggih untuk
menghadapi tantangan kuantitatif maupun kualitatif dari
dampak negatif megacities [J
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